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Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT
PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpgakan terkait juga membahas
kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesiaterkait koreksi fiskal yang menjadi pokok
sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses
pemeriksaan. Koreks Fiskal pertamaterkait pgak masukan atas transaks perolehan jasa kena pajak dari
luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan
persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan
transaksinyayaitu PCY Hongkong. Koreksi keduaterkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam
negeri yang faktur pgjak nya dianggap tidak lengkap sehinggatidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi
fiskal ketigaterkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha,
tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehinggatersisa 2
poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

...... This internship report discusses the chronology of the Vaue Added Tax dispute process faced by PT
PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and al so discusses the tax
obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the
dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the
inspection process. Thefirst fiscal correction isrelated to the tax on the acquisition of taxable services from
outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference
of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesiain the categorization of Permanent
Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax
on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can
rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not
to be related to business activities, is not adispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its
corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY
Cementation Indonesia.
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